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MOTTO: 
 

 اِنَّ اللّٰهَ لََ يغُيَ رُِ مَا بِقوَْمٍ حَتّٰى يغُيَ رُِوْا مَا باِنَْفسُِهِمْ  
 

”Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Satu Kaum, Selama 
Kaum itu Tidak Merubah Dirinya Sendiri” 

(Q.S. Ar-Ra’du : 11) 
 

  



 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 

 
A. PENGANTAR 

Sejak ditetapkannya suatu wilayah menjadi suatu negara bangsa (nation 

state), maka kebutuhan akan adanya hukum yang mengatur organisasi 

negara menjadi sebuah keharusan, pada setiap negara membutuhkan aturan 

khusus yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga 

negara dari negara tersebut, terlepas negara tersebut baru terbentuk ataukah 

sudah lama berdiri tapi belum ada aturan yang mengatur terkait dengan hal 

tersebut. Pengaturan mengenai organisasi negara merupakan pedoman tidak 

hanya bagi para penyelenggara negara tetapi juga warga negara, terkait 

dengan kedudukan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara yang 

kemudian dituangkan dalam suatu aturan hukum yang dikenal dengan 

Hukum Tata Negara. Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan 

hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman 

mengenai pengertian yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara (HTN) dan 

sumber-sumber HTN serta faktor-faktor yang menentukan terhadap proses 

pembentukan dan perkembangan Hukum Tata Negara. 

Hal ini juga seiring dengan kesepakatan para The founding fathers, yang 

sejak awal mencita-citakan negara Indonesia sebagai suatu negara hukum 

(rechtstaats), sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Negara Indonesia, 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 194, yang menentukan Negara 

Indonesia sebagai suatu negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

1 ayat (3) yang menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". 

Berdasarkan hal tersebut, hukum hendaknya dapat dipahami dan 



 

 

 

 
 

RUANG LINGKUP KAJIAN  

HUKUM TATA NEGARA  

 
A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA 

Istilah Hukum Tata Negara biasa juga digunakan dalam dalam 

kepustakaan perkuliahan Ilmu Hukum, dikenal adanya sebutan Hukum 

Negara, yang sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari 

istilah bahasa Belanda staatsrecht. 3  Dalam kepustakaan Belanda, istilah 

staatsrecht terdiri dari staatsrecht in ruimere zin (Hukum Negara dalam arti 

luas), dan staatsrecht in engere zin (Hukum Negara dalam arti sempit).4 

Penggunaan istilah Hukum Negara dimaksudkan untuk membedakannya 

dengan staatsrecht in engere zin (Hukum Tata Negara dalam arti sempit).5 

Beberapa istilah dalam bahasa asing lainnya yang diartikan sebagai HTN:6 

1. Constitutional Law (bahasa Inggris). 

2. Droit Constitutionelle (bahasa Prancis). 

3. Verfassungsrecht (bahasa Jerman). 

 

Selain itu, istilah HTN dalam bahasa Indonesia yang berkembang dalam 

berbagai literatur diantaranya adalah: 

                                                           
3 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

cet. 5 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 1985),hlm. 22. 
4Ibid. 
5Ibid. 
6 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, PT. Bhuana Ilmu Populer, 

Jakarta, 2007, hlm. 6 



 

 

 

 
 

SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA 

 
A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM 

Menurut Soedikno Mertokusumo, sumber hukum dapat diartikan dalam 

beberapa arti, diantaranya adalah : 

1. Sumber hukum diartikan sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang 

merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusiam 

jiwa bangsam dan sebagainya; 

2. Sumber hukum menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-

bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum 

Romawi, dan lain-lain. 

3. Sumber hukum sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan 

berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau 

masyarakat) 

4. Sumber hukum sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, 

mislanya dokumen, undang-undang, dan sebagainya 

5. Sumber hukum sebagai sumber terhadinya hukum atau sumber yang 

menimbulkan hukum26. 

 

Sementara itu menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan dalam 

pengertian berikut ini : 

1. Sumber hukum hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, 

wujudnya dalam bentuk yang konkrit ialah berupa keputusan dari yang 

berwenang untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal tertentu. 

                                                           
26  Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, 1996, hlm. 69  



 

 

 

 
 

ASAS-ASAS HUKUM  

TATA NEGARA INDONESIA 

 
A. ASAS NEGARA PANCASILA 

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara 

(philosofische Gronslag), ideologi negara (staatsidee). Dalam hal ini, Pancasila 

digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Atau dengan kata 

lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan 

negara. 

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas 

sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang menyatakan : “.....maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsan Indonesia itu dalam suatu undang-

undang dasar yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ....” 

Kata “berdasar” di atas apabila dilihat dari segi morfologi bahasa 

Indonesia, berasal dari kata dasar, yang diberi awalan “ber” menjadi berdasar. 

Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan 

oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] tanggal 1 Juni yaitu pada waktu BPUPKI 

dalam rapatnya mencari philosofhisce grosnlag untuk Indonesia yang 

merdeka, maka diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu 

pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan 

pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa 

tata urut dan rumusan yang berbeda. Sejarah rumusan Pancasila itu dapat 

dipisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan tidak dapat 

pula dipisahkan dari sejarah perumusan UUD 1945. 



 

 

 

 
 

BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, 

DAN SISTEM PEMERINTAHAN 

 
A. BENTUK NEGARA 

Konsep Bentuk Negara (staatsvorm) dalam berbagai literatur hukum dan 

dalam penggunaannya sehari-hari seringkali berbenturan dengan konsep 

bentuk Pemerintahan (regeringsvorm). Hal ini sebagaimana tercermin dalam 

Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) 

Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan 
yang berbentuk republik”. Berdasarkan pasal ini tergambar bahwa the 

founding fathers Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi negara 

kesatuan sebagai definisi hakiki Negara Indonesia60. 

Kelemahan rumusan di atas terkait dengan pengertian bentuk negara 

yang tidak dibedakan dari pengertian bentuk pemerintahan. Padahal kedua 

konsep ini sangat berbeda satu sama lain. Karena yang dibicarakan adalah 

bentuk negara, berarti bentuk organ atau organisasi negara itu sebagai 

keseluruhan. Jika yang dibahas bukan bentuk organnya, melainkan bentuk 

penyelenggaraan pemerintahan atau bentuk penyelenggaraan kekuasaan, 

                                                           
60 Ketika diadakan pemungutan suara terakhir dalam Sidang Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945, 

diantara pilihan antara republik dan kerajaan, maka yang memilih kerajaan 

hanya ada satu orang saja. Lihat Sekretariat Negara, Risalah Sidang Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 28 Mei 1945, Sekretariat 

Negara, Jakarta, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & 

Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Presss, Jakarta, 2005, hlm. 257 



 

 

 

 
 

KONSTITUSI  

 
A. PENGERTIAN KONSTITUSI 

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam 

penyelenggaraan suatu negara. Bentuk konstitusi dalam suatu negara dapat 

berbentuk hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, 

dapat juga dalam bentuk kontitusi yang tidak tertulis153. Undang-undang 

Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar 

tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatannegaraan dalam praktek 

penyelenggaraan suatu negara, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau 

hukum dasar (droit constitusionnel) suatu negara154. 

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa istilah konstitusi pada mulanya 

berasal dari kata dalam bahasa Latin, constitutio yang berkaitan dengan kata 

jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip.”155 Selain istilah konstitusi, 

terdapat pula istilah Grondwet (UUD)dalam bahasa Belanda. Grondwet atau 

UUD menurut Wirjono Prodjodikoro memiliki arti suatu undang-undang yang 

menjadi dasar (grond) dari segala hukum.156 

 

 

                                                           
153 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 

Jakarta, 2005, hlm. 35  
154 Ibid 
155 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, ed. rev., cet. 

3, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 1.  
156 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, cet. 6, 

(Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989), hlm. 10. 



 

 

 

 
 

HIERARKI PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN 

 
A. PENGANTAR 

Negara Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental dengan 

sendi utama sistem hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) 

memerlukan tertib hukum yang terbangun secara hirarkis dalam proses 

pembentukannya. Tertib hukum tersebut harus dimulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan pengundangan produk hukum yang dihasilkan. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan 

perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan 

yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan hukum yang 

tertib harus pula sejalan dengan substansi UUD Negara Republik Indonesia 

(UUD 1945), yang merupakan norma hukum tertinggi di Negara Indonesia336. 

Berdasarkan sistem norma hukum yang berjenjang (stufentheory) yang 

dianut Indonesia, suatu produk perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam 

suatu susunan hierarkis. Pengertiannya, norma yang di bawah berlaku, 

bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi, 
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SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER 

 
Untuk lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami materi Hukum 

Tata Negara, maka pada Bab ini disajikan beberapa contoh soal yang terkait 

dengan Materi yang sudah disajikan pada bahasan sebelumnya : 

1) Coba Saudara jelaskan istilah-istilah Hukum Tata Negara yang 

berkembang dari Bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis ! 

2) Coba Saudara kemukakan tentang pengertian HTN yang dikemukakan 

oleh para ahli hukum (minimal 3 pendapat) dan jelaskan jika ada 

persamaan dan perbedaan pada pendapat-pendapat yang Anda 

kemukakan ! 

3) Coba Saudara Jelaskan hubungan antara HTN dengan Ilmu Politik ! 

Kemudian berikan contoh hubungan yang terjadi antara kedua bidang 

ilmu tersebut ! 

4) Coba Saudara Jelaskan hubungan antara HTN dengan HAN ! Kemudian 

berikan contoh hubungan yang terjadi tara kedua bidang ilmu tersebut ! 

5) Coba saudara uraikan asas-asas hukum tata negara Indonesia dengan 

mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 ! 

6) Coba Saudara Kemukakan dan jelaskan tentang sumber hukum materiil 

HTN Indonesia ! 

7) Coba Saudara Kemukakan apa saja yang menjadi sumber hukum formal 

HTN Indonesia !  

8) Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan Konvensi 

Ketatanegaraan, berikan contoh bentuk konvensi yang dipraktekan dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ! 

9) Coba Saudara jelaskan faktor-faktor yang akan menentukan dinamika 

hukum tata negara yang dituangkan dalam Konstitusi suatu negara ! 



 

 

 

 
 

KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA 

 
Asas pembagian kekuasaan merupakan asas yang esensial bagi suatu 

negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari 

penguasa (alat kelengkapan negara), juga untuk mewujudkan spesialisasi 

fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan 

tuntutan zaman yang makin modern 386 . Dengan adanya pembagian 

kekuasaan, kekuasaan-kekuasaan dalam arti fungsi dan tugas yang ada dan 

dimiliki negara, pelaksanaannya dibagi antara beberapa alat perlengkapan 

negara sehingga setiap alat perlengkapan negara hanya memiliki tugas dan 

kekuasaan yang terbatas sesuai dengan wewenang yang diberikan, yang 

semuanya itu diatur dengan hukum agar jelas dan tidak simpang siur387. 

Berbicara tentang pembagian kekuasaan, orang akan selalu 

mengasosiasikan pikirannya pada seorang jurist/pemikir kenegaraan Perancis 

yang bernama Charles Louis Secondat Baron de la Bride et de Montesquieu 

(1689-1775) dalam bukunya De L'Esprit Des Lois, yang mengadakan modifikasi 

atas gagasan John Locke. Menurutnya, kekuasaan dibagi kepada tiga badan 

kekuasaan. Masing-masing badan kekuasaan mempunyai bidang pekerjaan 

sendiri, dimana kekuasaan yang satu terpisah dari kekuasaan yang lainnya. 

Tiga kekuasaan tersebut, yaitu : a). Kekuasaan legislatif (la puissance 

legislative), yang membentuk undang-undang; b) Kekuasaan eksekutif (la 

puissance executive), yang melaksanakan undang-undang; c) Kekuasaan 

yudikatif (la puissance de jurger), yang menjalankan kekuasaan kehakiman, 

menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan memberikan putusan apabila 
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LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

 
A. PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA 

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih 

dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the 

concept of the State-Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. 

Hans Kelsen menguraikan bahwa “Whoever fulfills a function determined by 

the legal order is an organ”.420 Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang 

ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) adalah suatu organ.  

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping 

organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan 

oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat 

menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma 

(norm applying). “These functions, be they of a norm-creating or of a norm-

applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanc-

tion”.421  

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga 

negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama 

merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang meng-

adili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman 

tersebut di lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. 

Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan 
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LEMBAGA KEPRESIDENAN 

 
A. AJARAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA 

Asas pembagian kekuasaan merupakan asas yang esensial bagi suatu 

negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari 

penguasa (alat kelengkapan negara), juga untuk mewujudkan spesialisasi 

fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan 

tuntutan zaman yang makin modern 428 . Dengan adanya pembagian 

kekuasaan, kekuasaan-kekuasaan dalam arti fungsi dan tugas yang ada dan 

dimiliki negara, pelaksanaannya dibagi antara beberapa alat perlengkapan 

negara sehingga setiap alat perlengkapan negara hanya memiliki tugas dan 

kekuasaan yang terbatas sesuai dengan wewenang yang diberikan, yang 

semuanya itu diatur dengan hukum agar jelas dan tidak simpang siur429. 

Berbicara tentang pembagian kekuasaan, orang akan selalu 

mengasosiasikan pikirannya pada seorang jurist/pemikir kenegaraan Perancis 

yang bernama Charles Louis Secondat Baron de la Bride et de Montesquieu 

(1689-1775) dalam bukunya De L'Esprit Des Lois, yang mengadakan modifikasi 

atas gagasan John Locke. Menurutnya, kekuasaan dibagi kepada tiga badan 

kekuasaan. Masing-masing badan kekuasaan mempunyai bidang pekerjaan 

sendiri, dimana kekuasaan yang satu terpisah dari kekuasaan yang lainnya. 

Tiga kekuasaan tersebut, yaitu : a). Kekuasaan legislatif (la puissance 

legislative), yang membentuk undang-undang; b) Kekuasaan eksekutif (la 

puissance executive), yang melaksanakan undang-undang; c) Kekuasaan 

yudikatif (la puissance de jurger), yang menjalankan kekuasaan kehakiman, 
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PEMERINTAHAN DAERAH DALAM  

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

 
A. OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN 

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti 

sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan475. Dalam literatur 

Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfregering) yang oleh Van 

Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), 

zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelfrechtspraak (mengadili sendiri), dan 

zelfpolitie (menindaki sendiri) 476 . Dengan demikian otonomi adalah 

pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang 

dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. 

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.477 
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HAK ASASI MANUSIA  

 
A. PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA 

Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi 

merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. 

Sehingga umat menusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus 

melihatnya sebagai sifat alamiah manusia566. Sebagai hak yang melekat pada 

manusia karena anugerah Tuhan, perbincangan hak asasi manusia adalah 

sama tuanya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Sejarah umat manusia 

mencatat adanya masa ketika hak asasi manusia diabaikan, dilanggar malah 

ditindas. Pada saat itu pulalah perjuangan penegakan hak asasi manusia 

dilakukan oleh mereka yang tertindas567. 

Menurut I Gde Pantja Astawa, terdapat beberapa sifat dari hak asasi 

manusia568, yaitu : 

1. Fundamental, artinya bahwa pelaksanaanya mutlak diperlukan agar 

manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan 

martabatnya. 

2. Universal, artinya dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan 

berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. 
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SISTEM PEMILIHAN UMUM 

 
A. PEMILIHAN UMUM DAN PERWUJUDAN DEMOKRASI 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan Umum 

memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat 

suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan umum 

sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi dengan tujuan 

mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya 

yang dianggap sebagai orang atau kelompok yangmempunyai kemampuan 

atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok 

yang lebih besar melalui partai politik615. 

Para pemilih dalam Pemilu disebut konstituen, dan kepada merekalah 

para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada 

masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, 

menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, 

proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main 

atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan 

disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dengan 

demikian, Pemilu merupakan momentum yang sangat penting dalam proses 

pemilihan, baik pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD, Pemilihan Kepala 

Daerah, maupun Pemilihan Presiden616. 
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